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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PUU-XXI1/2024
TENTANG PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945.
Abstrak :

CATATAN :

Putusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4),
Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945. Maka di putuskan Pemungutan suara
dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2
(dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak
pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden
dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari
libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UUD NRI 1945, UU No. 8 Tahun
2015 dan UU No. 7 Tahun 2017.

Putusan ini menetapkan perkara pengujian Undang-Undang nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 8
tahun 2015 tentang erubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah konstitusi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
tanggal 26 Juni 2025.
Lamp.:-



